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PUTUSAN
Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Sbh
% M-, ) -
PSS 5

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di xxxx, tanggal 22 April 1996 (umur 27 tahun), agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa
xxxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;
melawan
Termohon, lahir di xxxxx, tanggal 16 Agustus 2002 (umur 21 tahun), agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan lkut Orang Tua, tempat
tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang
Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03
Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Sbh,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten
Padang Lawas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

XXXXX, tertanggal 25-03-2022;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama
di rumah orang tua Termohon di Desa Pir Trans Sosa | A, Kecamatan Sosa
Timur selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon
pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Pir Trans Sosa VI, Kecamatan
Hutaraja Tinggi sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya
suami istri (bakda dukhul), namun tidak dikaruniai anak/ keturunan;

4. Bahwa pada bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Pemohon
dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan oleh :

5.1. Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat;
5.2. Termohon merasa kurang akan penghasilan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dan Termohon terjadi pada bulan Agugstus 2022 dimana pada saat itu
Pemohon dalam keadaan sakit, Pemohon meminta tolong agar di antar
berobat oleh Termohon, namun Termohon tidak merespon Pemohon,
kemudian Pemohon tertidur, kemudian Termohon pergi tanpa izin dari
Pemohon, kemudian Termohon pulang pada waktu shalat magrib, maka
terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, kemudian
Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwasanya Pemohon akan
mengantarkan Temmohon ke rumah orang tuanya, dan Termohon pun juga
mau, akhirnya Pemohon mengantarakan Termohon ke rumah orang tunya;
6. Bahwa usaha damai sudah pernah di lakukanm oleh keluarga dan
Pemohon, keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka
Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa
dipertahankan lagi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam jika terjadi pertengkaran dan perselisihan secara
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terus menerus, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan
perceraian di Pengadilan Agama.

9. Bahwa Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga
bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan
perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di
atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan
Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsidair :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis
Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada
Pemohon supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan
pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | NIK xxxxx yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Padang Lawas tanggal 03 Februari 2018 yang telah diberi meterai cukup
dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan
diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarakan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas
Provinsi Sumatera Utara, tanggal 25 Maret 2022, yang telah diberi meterai
cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan
diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, usia 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Desa xxxxX, Kecamatan xxxxx, Kabupaten
Padang Lawas hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga
Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan

suami istri yang menikah pada bulan Maret 2022;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan

Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon di Desa Pir Trans
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Sosa | A, Kecamatan Sosa Timur selama kurang lebih 1 bulan, kemudian
Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Pir
Trans Sosa VI, Kecamatan Hutaraja Tinggi sampai berpisabh;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai
anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Mei
2022 atau sebulan lebih setelah menikah;

- Bahwa saksi pernah melihat percekcokan Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon adalah karena Termohon suka membantah perkataan
Pemohon namun Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak
Agustus 2022 yang lalu hingga saat ini sekitar kurang lebih 1 tahun
lamanya;

- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan

Termohon;

2. Saksi Il, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Desa xxxxX, Kecamatan xxxxx, Kabupaten
Padang Lawas hubungan saksi dengan Pemohon sebagai bertetangga
dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan
suami istri yang menikah pada bulan Maret 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon di Desa Pir Trans
Sosa | A, Kecamatan Sosa Timur selama kurang lebih 1 bulan, kemudian
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Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Pir
Trans Sosa VI, Kecamatan Hutaraja Tinggi sampai berpisabh;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai
anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Mei
2022 atau sebulan lebih setelah menikah;

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung percekcokan Pemohon
dan Termohon karena rumah Saksi dengan Pemohon dan Termohon
bersebelahan;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon adalah karena Termohon suka membantah perkataan
Pemohon namun Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak
Agustus 2022 yang lalu hingga saat ini sekitar kurang lebih 1 tahun
lamanya;

- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan
Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun
lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan tetap
ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga
para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para
pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon
nomor: 229/Pdt.G/2023/PA.Sbh tanggal 12 Oktober 2023 terbukti bahwa
Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang
merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana
ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan
perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah
hadir sendiri menghadap di persidangan sementara Termohon meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana
ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak
pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan,
oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa
dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan,
maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena
berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01
Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak
hadir di persidangan;
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Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis
Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati
Pemohon agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana
layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Pemohon
tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Termohon, dengan demikian
maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang
No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus
dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang
menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak
ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang
sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka
Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di
depan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak ingin
mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya
alas hak dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Termohon
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Pemohon adalah
Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon
dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara Pemohon dengan Termohon dan akibat pertengkaran tersebut
Pemohon, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal
116 huruf huruf (f) KHI tahun 1991;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi,
yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon,
Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan
fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah
bermaterai cukup dan di-nazzegelen hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3
ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2000 serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu
telah memenuhi syarat formil alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian
sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan
dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa
Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum
merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 25 Maret 2023, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama
dan saksi kedua Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan sebelum
memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya
kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis dan Saksi yang dihadirkan
oleh Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25
Maret 2022 dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di
rumah orang tua Termohon di Desa Pir Trans Sosa | A, Kecamatan Sosa
Timur selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon
pindah ke rumah milik Pemohon di Desa Pir Trans Sosa VI, Kecamatan

Hutaraja Tinggi sampai berpisah;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai
anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi

pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Mei 2022 atau sebulan lebih
setelah menikah
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon adalah karena Termohon suka membantabh;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon
Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Agustus 2022
yang lalu hingga saat ini sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya;
7. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat
disimpulkan fakta hukum dalam tuntutan perkara a quo sebagai berikut:
1. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak sejak bulan Mei 2022 atau
sebulan lebih setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena karena Termohon
suka membantah;
2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon
terjadi secara terus menerus, hingga mencapai kadar rumah tangga yang
tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi
pertimbangan tentang permohonan izin mengikrarkan talak Pemohon terhadap
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Termohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis menilai
bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi
keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus, dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan
Termohon telah berpisah rumah dan selama itu pula antara Pemohon dan
Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri
meskipun telah dilakukan usaha damai;

Menimbang, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia
dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud
dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut serta
fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau
lagi berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, dan
Termohon tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah
pecah (broken merriage), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk
dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan
menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon selama dalam persidangan
menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon
meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal
mana berarti Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya
dengan Termohon;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian
yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan

bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
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dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;
Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi
salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan
yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih

menyatakan:

ZghaA\ e ke 236 i) 533

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;
Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan ahli hukum islam
dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis

Hakim dalam memutus perkara ini, mengungkapkan:

aillo uolall ade 3l gz 3] a2 gl st pas aiil 0ls
Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka
hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak

satu’;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat
pakar Hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang
artinya menyatakan: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah
tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi
nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab
degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara
yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang
bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu
mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah ayat 227 yang

berbunyi:
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V‘l’ CM o SN 1,5 O
Artinya : “Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai,
maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".
Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami
dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan
pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi
perkawinan dalam pandangan syara’ tidak mungkin terwujud, maka dalam
kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan,
setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian,
sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’
ayat 130 yang berbunyi:

S JSu 02 e o o

LW<>LM\) B OIS i o U™ 1 oy B3, O
Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan
jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas

Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal
19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal
134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan
perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk
diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama
Sibuhuan sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan
dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50
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Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang
besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;
Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Sibuhuan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Taufiqur Rakhman Alhag, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.l., M.H. dan Tayep
Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad

Sarkawi, S.H.l. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.
Ketua Majelis,
Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.l.
Hakim Anggota Hakim Anggota
Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.l., M.H. Tayep Supatrli, S.Sy.
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Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  900.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 1.020.000,00
(satu juta dua puluh ribu rupiah)
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